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BAB I

PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan paru-paru dunia yang memiliki lingkungan hidup seperti hutan yang cukup luas. Hutan merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disebut dengan UU Kehutanan) memberikan defenisi mengenai hutan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

Negara Indonesia adalah pemilik 126,8 juta hektar hutan, dimana 4.659 hektar terdapat di Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi dengan jumlah polisi hutan tujuh orang. Luas hutan Negara Indonesia di tahun 2012 sampai tahun 2014 yaitu  pada tahun 2012 seluas 7.619 hektar, tahun 2013 seluas 3.500 hektar, dan pada tahun 2014 seluas 2.612 hektar. Hal ini terdapatnya penurunan terhadap luas hutan yang berada di Indonesia. Dalam data Kementerian Kehutanan menyebutkan sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang secara illegal
.

Pendayagunaan uu no.n20 tahun 2001 termasuk kebijakan kriminal, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.didalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebgai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.
Dalam Pasal 1 butir 3 UU Kehutanan bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Namun terdapat permasalahan dibidang lingkungan hidup khususnya kehutanan yaitu permasalahan pemanfaatan kawasan hutan secara illegal dan pembalakan liar serta akibatnya terhadap keuangan Negara Republik Indonesia. Tindak pidana pembalakan liar saat ini bukan hanya permasalahan internal bangsa, akan tetapi menjadi isu global, karena tindak pidana pembalakan liar mempunyai dampak yang besar terutama menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, maupun aspek penegak hukum. Dalam pengembangannya tindak pidana pembalakan liar menjadi kejahatan yang berskala besar, dan mempunyai jaringan yang luas.

Persoalan tindak pidana pembalakan liar telah menjadi fenomena umum yang telah berlangsung dimana-mana serta permasalahan mendasar yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar bahwa tindakan pembalakan liar ini dilakukan secara terorganisir dan selalu bekerja sama secara rapi dan teratur
.

Kasus tindak pidana pembalakan liar pada tahun 2011 sampai 2014, pada tahun 2011 terdapat 59 kasus, tahun 2012 terdapat 75 kasus, dan 2013 terdapat 70 kasus, serta di tahun 2014 terdapat 29 kasus. Dari data tersebut terdapatnya penurunan mengenai kasus tindak pidana pembalakan liar, akan tetapi penurunan kasus terhadap tindak pidana pembalakan liar tidak mempengaruhi untuk tidak melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup terutama hutan
. Salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan di Muaro Bungo, seperti berikut ini:

Ketua DPRD Kabupaten Dhamasraya H. Rudy Hartono ditahan oleh penyidik Polres Dhamasraya. Hal ini terkait kasus penangkapan puluhan kubik kayu berbagai jenis tanpa dokumen yang sah, yang diamankan jajaran Satreskrim Polres Dhamasraya. Penangkapan terjadi saat petuga polisi Polres Dhasmasraya sedang berpatroli dan di saat itu terlihat truk yang sedang dikemudikan dalam keadaan pelan seperti membawa beban yang berat. Saat truk diberhentikan dan diperiksa maka petugas polisi menemukan tumpukan kayu tanpa dokumen. Belakangan terungkap bahwa kayu yang dibawa oleh truk dengan nomor polisi BA 1174 VA, dikemudikan oleh Adrimon (41 tahun) warga Nagari Payung Sakaki, Kabupaten Solok. Saat itu truk bermuatan kayu bersama sopir termasuk Rudi Hartono dan satu unit mobil Toyota Fortuner yang berada di lokasi kejadian dan diduga terlibat dengan persoalan tersebut. Dari hasil pemeriksaan bahwa tumpukan kayu yang diangkut oleh truk tersebut berasal dari Sawmil milik Hyo, yang berlokasi di Tanjung Samalindo Tebo, Muaro Bungo Jambi dan rencananya akan dibawa ke Jakarta. Belakangan juga diketahui bahwa nomor polisi truk yang digunakan tersebut adalah palsu dan setelah diperiksa ternyata nomor polisi truk tersebut adalah B 9855 BYF
.

Dari Kasus tersebut bahwa tindak pidana pembalakan liar menjadi ancaman yang besar terutama bagi kelestarian hutan di Indonesia, padahal telah diatur secara tegas di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, dan UU Kehutanan telah diatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang:
1. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

2. Merambah kawasan hutan;

3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

a. 500 meter dari tepi waduk atau danau;

b. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

c. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;

d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

f. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

4. Membakar hutan;

5. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

6. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Di dalam pelarangan yang diberlakukan oleh UU Kehutanan tersebut terhadap orang/badan hukum yang melakukan tindakan pembalakan liar, maka terdapat ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar dari Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan tersebut didalam UU Kehutanan, maka diberikan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 73 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5), yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan huruf c, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam penjara paling lama 10 tahun pejara dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Tindak pidana pembalakan liar menyebabkan kerusakan hutan semakin parah terutama terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan hidup sekitarnya terhadap tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh orang/badan hukum tanpa memperhatikan lingkungan hidup dan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,maka pemerintah berupaya untuk menanggulangi tindakan pembalakan liar dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU No.18/2013). Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di Negara Indonesia, terutama di Kabupaten Muaro Bungo. 

Berdasarkan dari uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: “PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN MUARO BUNGO”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh Dinas Kehutanan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Muaro Bungo?
2. Apakah kendala-kendala ditemui Dinas Kehutanan mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Muaro Bungo?
C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kanbupaten Muaro Bungo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Kehutanan mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Muaro Bungo.
D.  Metode Penelitian
1.  Jenis Pendekatan
Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam praktek di lapangan atau dengan mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan
.
2. Sumber Data
Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer yaitu data yang didapatkan langsung di lapangan dengan wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan perilaku masyarakat
. Penulis melakukan wawancara kepada bapak Supriono selaku anggota Satuan Polisi Kehutanan di Kabupaten Muaro Bungo.
b. Data sekunder
Data sekunder yaitu  data yang berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu
data yang didapatkan di Kantor Kepolisian Resort Muaro Bungo dan Satuan Polisi Kehutan Kabupaten Muaro Bungo serta Data Statistik tentang illegal logging di Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Bungo

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu:
a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi dengan obyek atau sampel
. Wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara dalam pengumpulan data dan ada kalanya tidak digunakan pedoman wawancara dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan data
.

b. Studi Dokumen
Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis untuk mendapatkan data yang meyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia
 studi yang kegunaannya adalah jalan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian
.Penulis melakukan studi dokumen untuk mengumpulkan data yang berasal dari jurnal dan data statistik criminal illegallogging dari tahun 2012 sampai 2014.
4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan
.Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian
.
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